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Abstract

The purpose of this study is to analyze the ratio legis or the reasons for the issuance of Constitutional
Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the civil rights of illegitimate children. This review
is important to do with the aim of analyzing the ratio legis or reasons in the Constitutional Court decision
that are not clearly stated and seeking the limits of the civil rights of illegitimate children and reviewing
the decision in Islamic law. This study uses a normative legal research method because it analyzes the
legal reasons (ratio legis) behind the Constitutional Court's decision. Understanding the legal
construction used by the Constitutional Court in deciding civil rights outside of marriage, investigating
the philosophical and juridical basis of the decision, examining the normative implications of the decision
on the legal system in Indonesia. which relies on data from documentation obtained from scientific
publications. The results of the study indicate that the ratio legis or reasons contained in the
Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 are in the form of justice, protection,
recognition, guarantee, legal certainty, and equal treatment (non-discriminatory) where this is in line
with the legal principles that form the basis of the ratio legis. The Constitutional Court's decision is
basically aimed at illegitimate children resulting from unregistered marriages, not from adultery, so that
the civil rights that can be obtained are limited to the right to fulfill the necessities of life, such as living
expenses, education costs, health costs, and others. The conclusion is that in the Islamic legal review, the
Constitutional Court's decision is in line with Islamic law in the sense that the Constitutional Court's
decision is present to protect the soul (hifdz an-Nafs) of illegitimate children from deterioration where
this is in line with the principle of maqashid sharia which is al-daruriyyah (primary things) that must be
maintained.

Keywords: Investigating Ratio Legis, Constitutional Court Decision

Abstrak

Tuyjuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terhadap ratio legis atau alasan dikeluarkannya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang hak perdata anak luar nikah.
Penelaahan ini penting dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis ratio legis atau alasan dalam
putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak disebutkan secara jelas dan mencari batasan hak perdata
anak luar nikah serta meninjau putusan tersebut dalam hukum Islam. Penelitian ini mengunakan
metode penelitian hukum normatif karena menganalisis alasan-alasan hukum (ratio legis) dibalik
putusan Makamah Konstitusi. Memahami konstruksi hukum yang digunakan oleh Makamah
Konstitusi dalam memutuskan hak perdata diluar nikah, menyelidiki landasan filosofis dan yuridis dari
putusan tersebut, menelaah implikasi normative, dari putusan tersebut terhadap sistim hukum di
Indonesia. yang mengandalkan data dari hasil dokumentasi yang diperoleh dari publikasi ilmiah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ratio legis atau alasan yang terkandung dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berupa keadilan, perlindungan, pengakuan, penjaminan,
kepastian hukum, dan perlakuan yang sama (non diskriminatif) dimana hal ini sejalan dengan prinsip-
prinsip hukum yang menjadi landasan ratio legis tersebut. Putusan MK pada dasarnya ditujukan
terhadap anak luar nikah hasil nikah siri bukan hasil zina sehingga hak-hak perdata yang dapat
diperoleh terbatas pada hak pemenuhan kebutuhan hidup, seperti nafkah, biaya pendidikan, biaya
kesehatan, dan lain-lain. Simpulan bahwa dalam tinjauan hukum Islam putusan Mahkamah Konstitusi
selaras dengan hukum Islam dalam artian putusan MK hadir untuk menjaga jiwa (hifdz an-Nafs) anak
luar nikah dari keterpurukan dimana hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syari’ah yang bersifat al-
daruriyyah (hal yang bersifat primer) yang harus dijaga.

Kata Kunci: Investigating Ratio Legis, Putusan Makamah Konstitusi
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PENDAHULUAN

Investigating ratio legis atau alasan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak terlepas dari permasalahan bagaimana hukum memberikan
perlindungan terhadap anak luar nikah dan hak perdatanya. Hukum memiliki tuntutan untuk
memberikan perlindungan terhadap siapa saja termasuk terhadap anak luar nikah guna
membantu anak luar nikah terutama dalam memperoleh hak-hak perdatanya yang
terbengkalai. Pada dasarnya hak perdata anak luar nikah sangatlah sempit hal ini terlihat
dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Anak yang
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya” (Rakhmat et al., 1974).

Pada tahun 2010, hak perdata anak luar nikah menjadi salah satu kontroversi yang
menarik perhatian banyak orang, baik penegak hukum maupun masyarakat sipil. Ini terjadi
karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan
terobosan hukum bagi anak luar nikah terhadap ayah biologisnya. Sebelum adanya putusan
MK hak perdata anak di luar nikah hanya terbatas kepada ibunya, tetapi dengan putusan ini,
hak perdata anak luar nikah diperluas terhadap ayah biologisnya. Hal yang menjadi sorotan
dari putusan MK ialah hasil judicial review Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dengan hasil “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, harus dibaca: Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan
laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan
perdata dengan keluarga ayahnya” (Ibrahim, 2018).

Sudah banyak para peneliti yang menaruh perhatian terhadap topik masalah ini. Salah
satunya adalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi (Apriani et al.,, 2020). Studi ini memberikan argumen bahwa
perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-VIII/2010 ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/ atau alat bukti lain menurut
hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Penelitian lainnya ditujukan terhadap Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah
(Hak, 2018: 181). Studi ini berargumen bahwa makna hubungan perdata dalam putusan MK
nomor 4 /PUU-VIII/2o010 tentang status anak luar nikah, bahwa anak yang lahir dari
pernikahan tidak tercatat memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,
serta dengan bapaknya sepanjang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah, meski
pelaksanaannya masih harus melalui proses persidangan. Meskipun mayoritas hakim dalam
menanggapi Putusan MK tersebut masih ada yang menolak karena dianggap tidak sesuai
dengan nilai-nilai agama yang telah mapan, namun sebagian menerima sebagai terobosan
hukum. Studi tersebut di atas belum menggambarkan ratio legis atau alasan dikeluarkannya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan sejauh mana batasannya
termasuk bagaimana pula tinjauan hukum Islam terhadap putusan MK tersebut. Inilah ruang
kosong yang hendak diisi oleh artikel ini. Penelitian ini berargumen bahwa putusan MK
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menjadi wadah sekaligus payung hukum bagi anak luar nikah dalam memperoleh hak
perdatanya dengan menempuh jalur hukum. Kondisi ini kontras dengan maraknya hak
perdata anak luar nikah yang kerap diabaikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena menganalisis alasan-alasan
hukum (ratio legis) dibalik putusan Makamah Konstitusi. Memahami konstruksi hukum yang
digunakan oleh Makamah Konstitusi dalam memutuskan hak perdata diluar nikah,
menyelidiki landasan filosofis dan yuridis dari putusan tersebut, menelaah implikasi
normative, dari putusan tersebut terhadap sistim hukum di Indonesia. Pengumpulan data
melalui studi Pustaka (library Resarch) yaitu mengumpulkan, membaca, dan menganalisis
bahan-bahan hukum primer (putusan MK, UU), Sekunder (buku hukum, Jurnal ilmiah,
artikel, hasil penelitian), dan Tersier (ensiklopedia hukum, kamus hukum). Dokumentasi
dilakukan dengan membaca langsung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010 tentang hak perdata anak luar nikah dan berbagai publikasi ilmiah. Analisis data
dilakukan dengan interprestasi hukum, konstruksi hukum, argumentasi hukum, penafsiran
(gramatikal, sistematis, teologis), dan penalaran dedukatif untuk mendapatkan kesimpulan
sesuai temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sejarah, Kedudukan, Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi
a. Sejarah Beridirinya Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berlokasi di JI. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta yang terdiri
dari dua bangunan. Bagian depan (podium) sebagai ruang sidang, sedangkan bagian
belakang (menara) digunakan sebagai pusat perkantoran hakim konstitusi dan pegawai
Mahkamah Konstitusi. Secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru
diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen
(1881-1973). Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi
dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas
untuk menguji suatu produk hukum konstitusional dan tidak memberlakukannya jika
menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu, perlu diadakan organ khusus yang
disebut Mahkamah Konstitusi (MK) (Johansyah, 2021).

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, kebutuhan akan adanya
mekanisme judicial review makin lama kian terasa. Kebutuhan tersebut baru bisa dipenuhi
setelah terjadi Reformasi yang membuahkan perubahan UUD 1945 dalam empat tahap.
Pada perubahan ketiga UUD 1945, dirumuskanlah Pasal 24C yang memuat ketentuan
tentang Mahkamah Konstitusi (Basniwati, 2014). Untuk merinci dan menindaklanjuti
amanat tersebut, pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang
tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya,
akhirnya rancangan Undang-Undang tersebut disepakati bersama oleh pemerintah
bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari
itu juga, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ini ditandatangani oleh Presiden
Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama,
kemudian diberi nomor menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
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Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4316).

Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk
Mahkamah Konstitusi dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk
lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati
para hakim konstitusi menjadi hari lahir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada
tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah
Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 194s5.
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman disamping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui perubahan ketiga UUD
1945. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 201 Tentang
Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah
menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan atau perkara konstitusional
tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab
sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu keberadaan Mahkamah
Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang
ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap
perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Di bidang yudikatif, terjadi suatu
penambahan kekuasaan atau kewenangan mengadili, sedangkan secara kelembagaan atau
tata organisasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu badan peradilan
tidak tergantung dan tidak berada di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana badan-
badan peradilan lainnya. Hal ini berarti terdapat dua badan peradilan tertinggi dalam
kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (Darmani,
2015: 259). Dalam perjalanan berdirinya MK, selain progres di bidang penyelesaian
perkara, MK periode lima tahun pertama ini juga berhasil memperkenalkan diri kepada
masyarakat luas sebagai lembaga negara baru hasil Reformasi melalui berbagai kegiatan
temu wicara dengan berbagai elemen masyarakat, terutama perguruan tinggi. Tak hanya
itu, sosialisasi MK Republik Indonesia juga merambah ke level Internasional melalui
berbagai forum pertemuan MK berbagai negara. Berbagai bentuk pelaksanaan tugas
fungsional dari Mahkamah Konstitusi mengalami aneka ragam perubahan dalam kurun
waktu sejak awal didirikan hingga saat ini. Meskipun demikian, telah ditetapkan tugas
Mahkamah Konstitusi yang harus dijalankan dalam menjaga konstitusi negara. Hal ini
tentu didukung dari corak aturan yang harus dilakukan demi mencapai cita-cita negara.
b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Secara filosofis ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk
menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan
kekuasaan (separation of power) secara fungsional dan menerapkan check and balances
untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan
(distribution of power) dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara, dengan alasan
bahwa (Nawas, 2021):

1) Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara

yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.
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2) Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai
peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum
sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan oleh Undang-
Undang Dasar 1945.

3) Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 24C)
pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum
acara, dan ketentuan lainnya diatur dalam Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi
merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di samping Mahkamah Agung dan
peradilan di bawahnya.

Mengkaji kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan konstitusi
selain Mahkamah Agung, tidak boleh dipisahkan dari dinamika kehidupan sosial
masyarakat. Kehadiran Mahkamah Konstitusi bukan hanya berfungsi untuk
menyelesaikan dan melaksanakan kewenangan dan kewajibannya, melainkan juga
menjadi lembaga yang mampu mengubah pola pikir dan pola prilaku warga masyarakat
dan penyelenggara negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat ke arah yang
positif.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan Mahkamah Konstitusi ialah
“salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelanggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” (Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003). Menurut Jimly Asshiddigie, kehadiran Mahkamah Konstitusi
dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi banyak dipakai terutama di
negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan yang
otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis, dan ditempatkan
sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan negara konstitusional modern.

Mahkamah Kosntitusi berdiri atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi yang
menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai
parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak konstitusional. Sebagai pelaku
kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi
adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut
belum bersifat spesifik yang berada dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah
Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dan dilatar belakangi
pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, ukuran
keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah
konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma
dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara
hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak
konstitusional warga negara.

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut (Nawas, 2021:

163):
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1)

2)

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut
Undang Undang Dasar.

c. Klausul Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Klausul Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

sebagaimana yang termaktub dalam amar putusan yang berbunyi:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya’,
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain
menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”,
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan
hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata
mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca,
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya
dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;
Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

2. Ratio Legis Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi

a.

Ratio Legis Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010
1) Identifikasi Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Secara eksplisit, putusan MK dikeluarkan untuk kedudukan, perlindungan, dan
pengakuan yang sama anak luar nikah di hadapan hukum tanpa membedakan apakah
mereka lahir dalam perkawinan yang sah atau tidak sah. Pasal 43 ayat (1) UU
Perkawinan dianggap diskriminatif karena membatasi hak anak yang lahir di luar
perkawinan untuk memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, padahal secara
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biologis anak tersebut tetap berhak untuk mendapatkan pengakuan atas hubungan
darahnya.

Sedangkan secara implisit, putusan MK bertujuan untuk mengedepankan prinsip
kesetaraan, termasuk dalam hal pengakuan terhadap status anak. Implikasi dari
putusan MK ini bahwa anak yang lahir di luar perkawinan harus mendapatkan haknya,
terutama dalam hal pengakuan status dan hak-hak perdata mereka, seperti hak nafkah
dan hak hubungan dengan orang tua. Dalam analisis penulis, ratio legis atau alasan
dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah sebagai suatu
terobosan hukum demi terwujudnya penyempurnaan kedudukan hukum anak luar
kawin yang pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan belum tuntas.
Pengakuan dan penjaminan hukum atas anak luar nikah menjadi salah satu alasan
dari putusan MK ini, karena hak-hak konstitusional anak perlu untuk dilindungi.
Alasan lainnya ialah untuk memberikan perlindungan hukum anak luar kawin agar
dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak lainnya secara layak,
terutama uluran perhatian dari ayah biologisnya atau lebih tepatnya untuk menjaga
hubungan hukum anak tersebut dengan ayah biologisnya (Sujana, 2015: 248).

Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan tersebut menurut
hemat penulis juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak luar
nikah, karena melalui putusan MK ini hak-hak anak luar nikah ini menjadi jelas
terutama terhadap ayah biologisnya. Walaupun hak perdata yang diperoleh anak luar
nikah tidak sama dengan anak sah, setidaknya melalui putusan MK ini anak luar nikah
bisa memperoleh haknya, dimana sebelumnya belum ada aturan yang jelas mengatur
terkait hak perdata anak luar nikah ini. Lebih lagi, alasan lain dari putusan MK ini
menurut penulis adalah untuk melindungi anak dari tindakan diskriminasi baik dari
orang tuanya maupun dari stigma banyak orang terhadapnya. Setiap anak memiliki
kepentingan yang sama dalam fase-fase pertumbuhannya, sehingga terkesan tidak adil
jika hukum mengelompokkan status dan kedudukan anak hanya berdasarkan
keabsahan perkawinan orang tuanya. Hal itu akan mengurangi kesempatan anak
untuk hidup secara layak seperti anak-anak pada umumnya. Disamping itu, stigma
buruk di masyarakat terhadap anak luar kawin akan terus menjadi beban yang akan
ditanggung oleh si anak selama hidupnya. Padahal, persoalan mengenai anak luar
kawin dilihat dari sudut pandang si anak tidak lebih dari persoalan takdir semata yang
tidak mungkin bisa dihindari oleh si anak.

Terlepas dari berbagai alasan di atas, penulis juga memandang bahwa putusan MK
ini tidak lain dan tidak bukan juga menjunjung keadilan. Sebagaimana mestinya setiap
putusan hakim haruslah mengandung asas keadilan yang paling utama. Begitu juga
dengan putusan MK ini yang telah melahirkan keadilan bagi anak luar kawin dalam
memperoleh hak perdatanya, walaupun putusan MK tersebut hanyalah sebagai
petunjuk. Untuk memperoleh hak perdata tersebut, maka bagi anak luar nikah yang
merasa dirugikan haruslah menempuh jalan di pengadilan. Hal menarik lainnya yang
menjadi alasan putusan MK ini ialah selain bermanfaat bagi anak luar nikah, juga
bermanfaat bagi perempuan sebagai ibunya. Mahkamah Konstitusi memandang
adanya seorang anak pasti ada seorang laki-laki dan perempuan yang menyebabkan
anak tersebut lahir (Mubayyinah, 2014). Maka, tidak adil jika hanya perempuan yang

137



Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan
Vol. 16 Nomor 02.2025. 131-145

menanggung kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Sudah seharusnya laki-
laki yang menyebabkan anak tersebut lahir, harus ikut bertanggung jawab terhadap
kelangsungan hidup anak tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan adanya hak-hak keperdataan anak
yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai bapak biologisnya.
Jika anak yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut merasa dirugikan maka dia dapat
menuntut kepada ayah biologisnya untuk memenuhi hak-haknya. Dengan diakuinya
status keperdataan anak luar kawin ini bukan berarti secara otomatis anak luar kawin
ini mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya (Arifin,
2017). Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai
bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga
didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki
tersebut sebagai bapak dengan teknologi. Inilah yang menjadi alasan inti atau hasil
dari putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dari berbagai identifikasi alasan yang mendasari keluarnya putusan MK ini, hal
yang tak kalah penting ialah memaknai dan mengetahui anak luar nikah yang
manakah yang dimaksud dalam putusan tersebut. Setelah penulis kaji secara
mendalam, bahwa anak luar nikah yang dimaksud ialah anak hasil dari pernikahan
yang tidak dicatatkan (anak hasil nikah siri) bukan anak hasil perzinahan. Mengingat
bahwa sesuai dengan permohonan yang diajukan Pemohon, yaitu Machica Mochtar
ialah mengenai hak perdata anak akibat dari perkawinan yang tidak tercatat.

Walaupun telah adanya putusan MK, hak-hak yang dapat diperoleh anak luar
nikah (anak siri) terbatas pada hak menuntut biaya pendidikan, kesehatan, segala
kebutuhan hidup anak, termasuk mempersiapkan masa depan anak. Intinya adalah
hak-hak perdata selain hak nasab, waris, dan wali nikah (Setyawan, 2024). Pro kontra
yang muncul dari putusan MK ini adalah adanya simpang siur dalam memahami arti
dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Inilah yang menyebabkan ada yang
menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi telah melegalkan =zina, karena
menganggap bahwa putusan tersebut bukan hanya untuk anak hasil nikah siri tetapi
juga untuk anak zina. Hal ini juga dipicu oleh tidak jelasnya amar putusan yang dibuat
oleh Mahkamah Konstitusi, karena MK tidak menyebut secara jelas dan gamblang
anak luar nikah yang mana yang ditujukan. Setelah penulis teliti, ternyata anak luar
nikah yang dimaksud ialah anak hasil nikah siri.

Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi memberikan klarifikasi dan menegaskan
putusan Mahkamah Konstitusi semata-mata berupaya melindungi anak luar kawin
yang tidak berdosa dan sama sekali bukan untuk membenarkan perbuatan zina.
Legalisasi zina tidak ada sama sekali dalam putusan. Harus dipahami antara
perzinahan dan memberikan perlindungan terhadap anak merupakan dua hal yang
sangat berbeda. Ujar Fadlil (Arfi Hilmiati & Kartika Yusrina, 2024). Bahkan terkait
dengan tidak adanya batasan anak luar kawin, Ketua Mahkamah Konstitusi ketika itu,
Mahfud M.D., mengklarifikasi dengan menyatakan: “bahwa yang dimaksud majelis
dengan frasa “anak di luar perkawinan” bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil
perkawinan yang tidak dicatatkan” (Anugrah, 2015: 50).
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Dalam analisis penulis memandang bahwa disinilah interpretasi hukum
digunakan oleh hakim dalam memaknai frasa “anak yang dilahirkan diluar
perkawinan”. Interpretasi hukum yang digunakan lebih mengarah pada interpretasi
hukum gramatikal yang mencari makna dalam setiap kata. Anak yang dilahirkan
diluar perkawinan dalam interpretasi hukum gramatikal memaknai bahwa anak yang
dimaksud ialah anak hasil nikah siri bukan anak zina. Hal ini dikarenakan dalam Pasal
43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan secara jelas makna dari
pasal tersebut. Sehingga menurut penulis hakim MK telah melakukan interpretasi
hukum gramatikal dalam memutuskan perkara mengenai hak perdata anak di luar
nikah ini. Putusan Mahkamah Konstitusi memang “gamang” tidak tegas dan
cenderung disalah pahami. Tetapi jika dicermati sebenarnya manfaat putusan itu
sangat jelas, agar mereka berhati-hati terhadap hubungan formal dan konsekuensi
hukumnya seperti perkawinan maupun hubungan tidak formal seperti kumpul kebo,
perzinaan dan lain-lain. Tetapi jika putusan Mahkamah Konstitusi dimaknai telah
menyamakan posisi anak luar kawin dengan posisi anak kandung, maka argumen
hukum inilah yang kacau karena perbuatan hukum yang berbeda mempunyai akibat
hukum yang berbeda pula. Dalam menjaga nasab dan kehormatan itu lebih penting
dari pada hak-hak lain seperti nafkah dan lainnya. Jadi, pada hakikatnya batasan
terkait anak luar nikah dalam hal ini ialah terbatas pada anak luar nikah dari
pernikahan yang belum dicatatkan (nikah siri). Sehingga hak keperdataan anak yang
dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah
bagi anak hasil nikah siri (Farahi & Ramadhita, 2017).

Evaluasi Ratio Legis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010

Dari identifikasi ratio legis yang telah dikemukakan di atas, penting untuk
mengevaluasi berbagai alasan yang timbul dari putusan MK tersebut. Diantaranya
ialah apakah putusan MK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, prinsip hukum, maupun dengan putusan pengadilan sebelumnya.
Dalam hemat penulis, ratio legis atau alasan dari putusan MK itu dibuat sama sekali
tidak bertentangan dalam tiga perihal di atas. Dari segi perundang-undangan, putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak bertentangan dengan undang-
undang, melainkan menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan
dengan UUD 1945. Putusan MK menyatakan bahwa anak di luar perkawinan memiliki
hubungan perdata dengan ayahnya, sehingga Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang
menyatakan bahwa anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai
menghilangkan hubungan perdata dengan ayahnya.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa putusan MK tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, melainkan putusan ini justru menjadi payung
hukum baru bagi anak luar nikah (anak hasil nikah siri). Terlebih lagi putusan MK ini
cukup progresif dalam menjamin hak-hak anak luar nikah yang terbengkalai. Hal ini
sesuai dengan prinsip dalam UUD 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) yang tercantum dalam
pertimbangan hukum dalam putusan MK “Setiap anak berhak atas kelangsungan
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hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi”.

Lebih lagi, putusan Mahkamah Konstitusi ini sedikit banyaknya bisa dibaca dari
tulisan Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD. Menurutnya bisa jadi
penyusun Undang-Undang Perkawinan bermaksud baik, yaitu untuk mencegah
seorang laki-laki menikahi wanita secara siri, juga bermaksud agar seorang wanita
menolak dinikahi secara siri. Namun pada nyatanya, kasus nikah siri masih ramai
dipraktikkan oleh masyarakat dengan dalih diperbolehkan oleh agama dan sah secara
agama. Padahal yang sah secara agama seharusnya tidak boleh mengorbankan anak
yang dilahirkan (Hilmiati &Yusrina, 2024: 53). Terakhir, menurut penulis putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi putusan pertama yang
membahas mengenai hak perdata anak luar nikah. Belum ditemukan adanya putusan
yang membahas mengenai hak perdata anak di luar nikah sebelum adanya putusan
MK ini. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa putusan MK inilah yang menjadi fondasi
awal adanya aturan mengenai hak perdata anak luar nikah tersebut.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau dalam
Perspektif Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIIlI/2010 merupakan langkah
revolusioner yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, frasa “anak yang
lahir di luar perkawinan” dalam putusan tersebut menurut bahasa hukum positif
Indonesia dan bahasa hukum Islam memiliki perbedaan. Menurut hukum Islam, frasa
tersebut mengandung pengertian bahwa anak tersebut hasil dari perzinaan antara laki-
laki dengan perempuan. Menurut bahasa hukum positif Indonesia, frasa tersebut
memiliki makna bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan antara laki-laki dan
perempuan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
Perbedaan klasifikasi inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat di berbagai kalangan
jika tidak dipahami secara mendalam.

Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 mengenai pengakuan anak luar kawin dapat
dilihat dari ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang menyatakan
bahwa anak luar kawin hanya bernasab kepada ibunya, tidak bernasab pada ayah
biologisnya, sehingga dalam prespektif hukum Islam anak yang berhak menyandang
nasab atau garis keturunan hanyalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah
meskipun hal tersebut dapat dibuktikan dengan hubungan darah berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi (Maulana, 2010). Putusan Mahkamah Konstitusi hadir untuk
menjaga jiwa seorang anak di luar nikah dari kemafsadatan/kerusakan, dengan cara
melindungi hak-hak anak seperti pemberian nafkah, pemenuhan kebutuhan hidupnya
sehari-hari, perlindungan dari sikap diskriminatif dalam masyarakat, serta hak untuk
memperoleh kehidupan yang layak. Semua hak-hak tersebut yang apabila tidak dijaga,
maka akan merusak jiwa seorang anak. Mengingat bahwasannya menjaga jiwa dari
keterpurukan dan kesengsaraan merupakan kemaslahatan al-daruriyyah (hal yang
bersifat primer) yang harus dijaga, maka kehadiran putusan MK ini sudah tepat dan sesuai
dengan prinsip magqashid syari’ah yaitu hifdz an-Nafs (menjaga jiwa) (Fitriyah et al., 2023).

Dalam prinsip hifdz an-Nafs (memelihara jiwa), karena memberikan perlindungan
diri bagi seorang anak yang dilahirkan di luar pernikahan dengan diharuskannya sang
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ayah biologis untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan dalam prinsip hifdz an-Nashl
(memelihara keturunan) putusan MK tersebut memiliki dua asumsi, yaitu: apabila anak
yang dimaksud adalah anak hasil pernikahan siri, maka sudah selaras dengan maqashid
syari’ah. Akan tetapi, jika yang dimaksud adalah anak hasil zina, maka tidak selaras
dengan magqashid syari’‘ah. Dalam fatwa MUI anak hasil zina yang nasabnya tetap pada
pihak Ibu dan keluarganya, sudah selaras dengan magqashid syari’ah prinsip hifdz nashl.
Dikarenakan maksud dari putusan MK itu ditujukan terhadap anak di luar nikah yang
tidak tercatat atau nikah siri, maka putusan MK tersebut telah selaras dan tidak melanggar
hukum Islam (Fitriyah et al., 2023: 61).

Dalam kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga keagamaan yang pertama kali yang
merespons dan menyatakan dengan tegas menolak putusan Mahkamah Konstitusi ini
karena dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Dalam merespons putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut, MUI telah melakukan kajian sesuai Syariat Islam dan hasil
kajian tersebut kemudian dikeluarkannya fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan
Anak Hasil Zina dan Perlakukan Terhadapnya. Fatwa tersebut menepis berbagai syubhat
(kerancuan) di tengah umat Islam dan menyatakan dengan tegas kedudukan anak hasil
zina dalam Islam, sehingga umat Islam tidak perlu lagi merasa ragu berpegang terhadap
aturan syari'at Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan bukan aturan yang lain yang
dibuat manusia. Majelis Ulama Indonesia menyatakan tidak akan mencabut fatwa tentang
kedudukan anak hasil perzinaan dan kedudukan mereka dalam hukum Islam
(Halilurrahman & Wahid, 2019).

Adapun isi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakukan Terhadapnya ialah (Rondius, 2012):

1. Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

a. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar
pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak
pidana kejahatan).

b. Hadd adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah
ditetapkan oleh nash

c. Tazir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya
diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)

d. Wasiat wajibah adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-
laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta
kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

2. Ketentuan Hukum

a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah
dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafagah dengan
ibunya dan keluarga ibunya.

c. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang
mengakibatkan kelahirannya.
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d. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan
menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl).

e. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir kepada lelaki pezina yang
mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:

1) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
2) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

f.  Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan
untuk mengsahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang
mengakibatkan kelahirannya.

Majelis Ulama Indonesia, tetap berpendirian anak di luar nikah tidak dapat memiliki
hubungan perdata dengan ayah kandungnya. Syariat Islam mengatakan bahwa anak hasil
zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Berbeda dengan fatwa itu, putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyebutkan, anak lahir luar nikah
memiliki hubungan perdata dengan lelaki yang dapat dibuktikan dengan ilmu
pengetahuan sebagai ayah biologisnya (Halilurrahman & Wahid, 2019: 156).

Menurut penulis, Majelis Ulama Indonesia memandang, putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut memiliki konsekuensi yang sangat luas, termasuk mengesahkan
hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dan lelaki yang
menyebabkan kelahirannya, di mana hal demikian tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.
Majelis Ulama Indonesia menilai putusan itu tidak sesuai syariat Islam karena didasarkan
pertimbangan pemikiran manusia tanpa mempertimbangkan hukum agama. Meskipun
demikian, MUI memberikan alternatif atau jalan tengah agar pihak ibu dan anak tersebut
tidak merasa dirugikan, yaitu dengan memberikan ta’zir terhadap laki-laki yang
mengakibatkan lahirnya anak tersebut. Ta’zir yang dimaksud adalah perintah untuk
mencukupi kebutuhan anak dan memberikan sejumlah hartanya dalam wasiat wajibah
(Fitriyah et al., 2023: 58).

Adapun persamaan antara putusan MK dengan fatwa MUI, bahwa antara keduanya
mempunyai persamaan dalam hal pertimbangan hukum yaitu keduanya beralasan anak
yang lahir di luar perkawinan harus dilindungi sebagai wujud perlindungan terhadap hak
asasi manusia. Hak asasi yang dilindungi meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau
kebebasan, hak milik dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri pribadi manusia dan
tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia ini hakikatnya semata-
mata bukan dari manusia sendiri tetapi dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dibawa sejak
lahir (Halilurrahman & Wahid, 2019:166). Adapun perbedaan-perbedaan antara Putusan
MK dan fatwa MUI adalah sebagai berikut: Pertama, mengenai dasar-dasar hukum yang
dijadikan sumber hukum oleh keduanya dalam memutuskan setiap permasalahan yang di
hadapi. Fokus yang menjadi pertimbangan yaitu Putusan MK sama sekali tidak pernah
menyinggung anak lahir tanpa perkawinan atau anak hasil zina. Fokus yang
dipertimbangkan oleh putusan MK tersebut adalah anak luar perkawinan yang berkaitan
dengan tidak adanya pencatatan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan
hukum yang ada di dalam putusan MK ini, pada pertimbangan hukum angka (3.12)
berbunyi “Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan
perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum
(legal meaning) pencatatan perkawinan”. Berbeda halnya dengan fatwa MUI, fokus
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pertimbangan yang menjadi pembahasan dalam isi fatwa tersebut menyinggung tentang
anak di luar perkawinan atau anak hasil zina (Halilurrahman & Wahid, 2019:169). Putusan
MK ini sama sekali tidak membahas masalah anak zina karena hal ini berdasarkan pada
pokok perkara serta status dari pemohon adalah sudah menikah secara agama Islam akan
tetapi belum dicatatkan. Maka putusan MK ini sudah tepat dan sesuai dengan apa yang
menjadi harapan masyarakat Indonesia. Mengenai fatwa MUI merupakan reaksi terhadap
putusan MK tersebut. Dalam pandangan penulis bahwa MUI kurang cermat dalam
mengeluarkan fatwa ini karena permasalahan yang dibahas dalam fatwa ini mengenai
anak zina berbeda dengan apa yang menjadi pembahasan dalam putusan MK.

SIMPULAN

Berdasarkan urian diatas maka penulis memberikan simpula yaitu bahwa Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan payung hukum bagi anak
luar nikah dalam memperoleh hak perdata terhadap ayah biologisnya dengan berlandaskan
ratio legis atau alasan yang termaktub dalam putusan tersebut. Alasan atau ratio legis yang
termuat berupa keadilan, perlindungan, pengakuan, penjaminan, kepastian hukum, dan
perlakuan yang sama (non diskriminatif) dimana hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip
hukum yang menjadi landasan ratio legis tersebut. Banyaknya perbedaan dalam memaknai
frasa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan”, hakim Mahkamah Konstitusi telah
menggunakan interpretasi hukum gramatikal untuk mengetahui makna yang sebenarnya dari
kata tersebut, dimana anak yang dimaksud adalah anak yang lahir dari pernikahan yang tidak
tercatat (anak hasil nikah siri), sehingga hak-hak perdata yang dapat diperoleh anak luar
nikah terbatas pada hak pemenuhan kebutuhan hidup, seperti nafkah, biaya pendidikan,
biaya kesehatan, dan lain-lain. Dalam tinjauan hukum Islam, putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010 selaras dengan hukum Islam. Hal ini dilihat dari prinsip maqashid
syari’ah yaitu hifdz an-Nafs (menjaga jiwa) dimana putusan MK telah hadir untuk menjaga
jiwa anak luar nikah dari keterpurukan dan kesengsaraan dikarenakan menjaga jiwa
merupakan kemaslahatan al-daruriyyah (hal yang bersifat primer) yang harus dijaga. Dari
kesimpulan yang telah diuraikan di atas lebih menunjukkan tentang ratio legis atau alasan
hukum perolehan hak perdata anak luar nikah dari hasil nikah siri.

SARAN

Berdasarkan urian diatas maka penulis memberikan saran yaitu saat ini sementara itu,
masih ada celah kosong yang dibutuhkan anak luar nikah dalam memperoleh hak perdatanya
yaitu hak perdata bagi anak hasil zina. Untuk itu, diharapkan kepada peneliti berikutnya agar
dapat menelaah bagaimana perolehan hak perdata anak hasil zina untuk mengisi kekosongan
yang ada.
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